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PEMERINTAH KOTA BAUBAU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Dayanu Ikhsanuddin Nomor. 1, Betoambari, Baubau, Sulawesi Tenggara 93721
Telp. (0402) 2824536 Pos-cl: pupr(@baubaukotigo.id

Baubaw, 19 Januari 2024

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Baubau menerangkan bahwa:

Nama : Khaeran Nur Miftahul Janna

Nomor Pokok : B022192012

Program : Magister (S2) Kenotariatan Universitas Hasanuddin

Judul Penclitian : Status Penguasaan Tanah Masyarakat Pesisir Pada Pulau Makassar
Kota Baubau

Dengan ini menyatakan bahwa nama mahasiswa tersebut di atas BENAR 1clah
melaksanakan penclitian di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Baubau,

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan oleh yang bersangkutan
sebagaimana mestinya
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